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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami 

dapat menyelesaikan Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Balai Riset Perikanan Perairan Umum 

dan Penyuluhan Perikanan pada bulan Maret 2020. 

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan 

fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Selama 

bulan Maret 2020 BRPPUPP  telah berupaya dalam memberikanan pelayanan yang optimal baik dari 

sisi pelayanan masyarakat, program pengembangan SDM, adminstrasi dan pertanggungjawaban 

maupun tugas lain yang telah dibebankan. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang 

hasil kegiatan pengaduan masyarakat kepada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan 

Perikanan yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. 

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga 

dapat menjadi bahan masukan pada program kegiatan yang akan datang. Kami menyadari bahwa 

penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat 

membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang. 

 

              Palembang, 6 April 2020 
Kepala BRPPUPP, 

  

 

Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si 

 

 

 

 



    LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 

Bulan Maret Tahun 2020 
 
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Tugas dan fungsi pokok aparatur dan instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan. Pelayanan dalam instansi pemerintah selalu mendapatkan 

dokma negatif yaitu pelayanan yang tidak profesional dan selalu banyak kendala. Meskipun Standart 

Pelayanan Minimal (SPM) setiap instansi telah disusun, akan tetapi tingkat kesadaran yang rendah 

dalam pelayanan menjadikan kedala ini terus berulang hingga jangka waktu yang lama. Hal inilah yang 

menjadi dasar dalam perbaikan kinerja pelayanan pemerintah yaitu dengan mewujudkan pelayan prima 

bagi masyarakat dan konsumen pengguna jasa pelayanan pemerintah. Perbaikan pelayanan publik di 

era reformasi yang memasuki tahun ke enam, ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. 

Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukan bahwa berbagai pelayanan publik 

mengalami kemunduran. 

 Penilaian yang rendahnya dari pengawasan external masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pelayanan publik, merupakan akibat ketidak jelasan standar dan prosedur pelayanan, serta prosedur 

penyampaian keluhan pengguna jasa pelayanan public semakin sering diperdengarkan. Karena itu tidak 

adanya alasan lain bahwa penyelenggara pelayanan publik harus memaksa penyelenggara pelayan 

memperbaiki kinerja mereka dan kualitas terhadap pelayanan kepada masyarakat. 

 Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan 

Perikanan tidak terlepas dari budaya pelayanan prima kepada masyarakat perikanan dan seluruh 

pengguna pelayanan dari semua tingkatan stakeholder. Sehingga perlu pengawasan dan evaluasi yang 

teratur terhadap penanganan pengaduan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Tujuan 

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas  Melayani (WBBM) di Balai Riset Perikanan 

Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan  

2. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan 

pelayanan terdapat keluhan dan pengaduan yang perlu ditindaklanjuti dan perbaiki layanan 

pengaduan masyarakat. 

 

1.3 Dasar Hukum 

1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

3. Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara yang bersih 

dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

4. Peraturan  Pemerintah   Nomor  71 Tahun 2000 tentang  Tatacara Pelaksanaan Peran 

Serta Masyarakat    dan   Pemberian    Penghargaan   dalam   Pencegahan   dan   

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

5. Peraturan  Menteri   Pendayagunaan  Aparatur   Negara dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  

52 Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pembangunan   Zona Integritas   Menuju   Wilayah    

Bebas dari   Korupsi   dan   Wilayah    Birokrasi   Bersih   dan   Melayani    di   Lingkungan    

Instansi pemerintah. 

6. Peraturan     Menteri     Kelautan    dan    Perikanan    No.    44/PERMEN-KP/2018     

Tentang Penanganan  Pengaduan  di Lingkungan  KKP pasal 38 kewajiabn   

mengintegrasikan   sistem penanganan pengaduan    melalui   www.lapor.go.id     dan   

pesan   singkat   elektronik    ke Nomor  1708 dengan  format: KKP (spasi) isi pengaduan  

dikirim  ke 1708 (pasal 9 ayat (3) huruf (c). 

7. Peraturan  Menteri   Kelautan  dan Perikanan  No.31/PERMEN-KP/2013   tentang   

Pedoman Penanganan   Pengaduan   Whistleblower    dan   Pengaduan   Masyarakat    di   

Lingkungan Kementerian  Kelautan  dan Perikanan. 

8. Peraturan     Menteri      Kelautan     dan     Perikanan     No.31/PERMEN-KP/2016      

tentang Pembangunan  Integritas  di Lingkungan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan. 

http://www.lapor.go.id/


 

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI 

  

 Pengaduan  dibedakan  menjadi  dua yaitu  pengaduan  yang disampaikan  oleh  whistle  

blower  dan pengaduan  yang disampaikan  oleh  masyarakat  yang mengetahui   dan mengadukan  

dugaan terjadinya pelanggaran  dan/atau   kejahatan  yang terjadi  di lingkungan  Balai Riset 

Perikanan  Perairan Umum dan Penyuluhan  Perikanan. 

 
 Balai  Riset  Perikanan   Perairan   Umum   dan   Penyuluhan   Perikanan   telah   Menetapkan    

Tim Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Masyarakat Nomor: 526/ 

BRSDMKP/BRPPUPP/KP.510/I/2020 tanggal 17  Januari   2020,   tentang    Tim   Penanganan 

Pengaduan Whistleblower dan Masyarakat  di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan 

Penyuluhan  Perikanan. 

 

 Penanganan  pengaduan  masyarakat  secara umum  bermanfaat   untuk  mengetahui   

masalah dan kekurangan  organisasi  dari  sudut  pandang  masyarakat/pengguna    jasa,  sekaligus  

mencarikan  solusi dan inovasi di bidang  pelayanan  publik.  Prinsip dasar pengelolaan  pengaduan  

di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan  Perikanan antara  lain: 

 

• Mengetahui kebenaran  isi standar pelayanan; Mengawasi  pelaksanaan standar  pelayanan; 

•     Mendapat  perlindungan  dan/atau   pemenuhan  pelayanan; 

•     Mendapat  pelayanan  yang berkualitas  sesuai dengan asas dan tujuan  pelayanan; 

• Memberitahukan  kepada   Penyelenggara   untuk  memperbaiki pelayanan apabila pelayanan  

yang diberikan  tidak  sesuai dengan standar  pelayanan; 

•     Memberitahukan     kepada  petugas   untuk   memperbaiki    pelayanan   apabila   pelayanan yang     

diberikan  tidak sesuai dengan standar  pelayanan;  dan 

•   Melakukan   perbaikan  dan  inovasi  pelayanan  secara terus  menerus  dan  berkelanjutan 

berdasarkan  pada saran, masukan, dan pengaduan  dari masyarakat. 

 

Sejalan dengan  pelaksanaan  kegiatan  tersebut   maka diperlukan  adanya monitoring   dan 

evaluasi  terhadap   penanganan   pengaduan   masyarakat.  Monitoring    dan  evaluasi  dilakukan 

setiap  bulan  yang  memuat   rekomendasi   kegiatan  yang  berjalan   dilengkapi   dengan  hasil 



monev    penanganan    pengaduan    masyarakat.    Laporan    ini   menjelaskan    sejauh    mana 

efektivitas      kegiatan     penanganan     pengaduan     masyarakat,     identifikasi      faktor-faktor 

pendukung   ataupun   penghambat   yang  dilakukan  di  Balai  Riset Perikanan  Perairan  Umum dan 

Penyuluhan  Perikanan.  Pengaduan  masyarakat  yang diterima   secara langsung  maupun tidak  

langsung akan ditindak  lanjuti  sesuai rekomendasi  yang diberikan  dan dilakukan  tindak lanjut   

penanganannya.    Hasil  evaluasi   penanganan   pengaduan   masyarakat   menunjukkan bahwa  

seluruh  komponen   telah   berpartisipasi    aktif  melakukan   pengaduan   terkait   pelayanan yang 

diterima. 

 

 Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat bulan Maret 2020 

adalah sebagai berikut: 

NO SARANA PENGADUAN JENIS 
PENGADUAN 

PENANGANAN 
PENGADUAN 

KETERANGAN 

1 Kotak Pengaduan / Kotak Saran - - Tidak ada 

pengaduan 

2 Ruang Pelayanan Pengaduan / 

Ruang Publik 

- - Tidak ada 

pengaduan 

3 Pelayanan Langsung melalui 

Telepon/ SMS/ WA  

- - Tidak ada 

pengaduan 

 

Tidak ada pengaduan   yang  diterima    BRPPUPP  Palembang   selama   bulan  Maret 2020 baik 

melalui Kotak Pengaduan / Kotak Saran, Ruang Pelayanan Pengaduan / Ruang Publik,  dan Pelayanan 

Langsung melalui Telepon/ SMS/ WA.  Peningkatan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat dan 

pelayanan publik Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan terus ditingkatkan dengan 

monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin melalui media telepon/SMS/WA yang secara langsung 

dapat digunakan langsung oleh pengguna layanan. 

 

 

 

 

 

 





 

 

IV. KESIMPULAN 

Hasil monitoring mengenai Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan Maret Tahun 2020 tidak 

diperoleh hasil pengaduan yang  diterima    BRPPUPP  Palembang   baik melalui Kotak Pengaduan / 

Kotak Saran, Ruang Pelayanan Pengaduan / Ruang Publik,  dan Pelayanan Langsung melalui Telepon/ 

SMS/ WA. Peningkatan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik Riset 

Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan terus ditingkatkan dengan monitoring dan 

evaluasi secara berkala dan rutin melalui media telepon/SMS/WA yang secara langsung dapat digunakan 

langsung oleh pengguna layanan serta   setiap    pengaduan    harus   terintegarasi     dengan   website 

www.lapor.go.id    dan melalui  pesan singkat  elektronik   dengan format   KPP (spasi) isi pengaduan  kirim  ke 

1708. 

 

V. REKOMENDASI 

Sosialisasi mengenai kebijakan terkait pegawai sebaiknya dilakukan. Jadi tidak ada lagi pegawai 

yang merasa keberatan dan dirugikan karena kebijakan yang tidak diketahui pegawai di lingkungan 

BRPPUPP dari awal. Sosialisasi perlu ditingkatkan baik melalui media online maupun secara langsung 

(tatap muka).  

 

VI. TINDAK LANJUT 

 Penyusunan sosialisasi mengenai fasilitas pengaduan masyarakat BRPPUPP melalui media online 

telah dilaksanakan. Dalam rangka peningkatan pemahaman (internalisasi) terhadap lingkup BRPPUPP, 

kesadaran ditingkatkan melalui kegiatan briefing yang dilaksanakan setiap senin pagi. 

 

         Palembang, 6 April 2020 

         Kepala Balai, 

 

 

 

         Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si 

http://www.lapor.go.id/

